
SALINAN1 

BUPATI SAMBAS 
PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 29 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan telah diatur dengan Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal Pemungutan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan, perlu melakukan perubahan 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sambas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Pemungutan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaiman.a telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 



13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3339); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran. Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 
Dan i Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan 	Pertanggungj awaban 	Bendahara 	Serta 
Penyampaiannya; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); 

27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016 Tentang 
Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2016 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 29 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 
29), diubah sebagai berikut : 
1. Pasal 21 ayat (1) angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 21 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan terhadap besarnya BPHTB yang 

terutang dalam hal : 

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek 
pajak, yaitu : 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah 
dan/atau bangunan karena waris dan hibah wasiat diberikan 
pengurangan sebesar 75 % dan i BPHTB yang terutang. 
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2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah 
dan/atau bangunan karena hibah dari orang pribadi yang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah atau 
suami/istri diberikan pengurangan sebesar 50% dari BPHTB yang 
terutang; dan 

3. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak 
barn melalui program pemerintah dibidang pertanahan diberikan 
pengurangan sebesar 75% dari BPHTB yang terutang. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 30 Desember 2020 

BUPATI SAMBAS, 
lTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 30 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 86 
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